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Ketentuan Minimal untuk Penulis

. Tulisan orisinal dan belum pernah di media penerbitan lain.

Tulisan spasi rangkap pada kertas kuwarto yang diketik dengan
Microsoft Word (MS) atau Word Star (WS).

Menyerahkan printout dan copy disketnya
Judul dibuat jelas, ringkas dan padat

Isi tulisan mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan belajar-
mengajar di lingkungan ilmu-ilmu sosial.

Isi tulisan berkaitan erat atau disesusaikan dengan bidang
keilmuan yang selama ini dikuasai penulis.

Memperhatikan objektivitas substansi dan kaidah-kaidah umum
keilmiahan.

Pertanggungjawaban isi ada pada penulis.
Penulis mengirimkan riwayat hidupnya.

. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar

dan baik dengan alur dan struktur kalimat yang jelas dan benar.

. Kutipan ditulis secara running notes. Kutipan dan kepustkaaan

disusun menurut contoh berikut.
Kutipan:

............. (Kennedy, 1993:145-9).
Daftar Kepustakaan:

Kennedy, Paul, Preparing for the Twenty-First Century (London:
Harper Collin Publisher, 1993).

McEachern, Dough, “Clash Analysis,” in Andrew Parkin et al.,
(eds.), Government, Politics, Power and Policy in Australia,
5™ edt. (Mclbourne: Longman Cheshire, 1994).

Redaksi mengembalikan tulisan kepada penulis bila tulisannya
dipandang belum layak muat dan memerlukan revisi.

. Redaksi berwenang mengedit sebuah tulisan tanpa merubah isi

dan pokok pikiran penulisnya.
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PENGANTAR REDAKSI

Edisi Tahun XIV, Nomor 1, Januari 2001 ini memuat enam tulisan yang
membahas berbagai bidang kajian, mencakup masalah yang berkaitan
dengan soal-soal sosiolingusitik, gender, komunikasi, dan politik.
Tulisan tentang sosiolinguistik diwakili tulisan Herudjati Purwoko dan
tulisan Moc Jalal. Tulisan tentang gender bisa dilihat dari tulisan
Rachmah Ida. Tulisan tentang komunikasi bisa dilihat dari tulisan
Yuyun W 1 Surya dan tulisan Henry Subiakto. Sedangkan tulisan
tentang politik diwakili tulisan Muhammad Asfar. Enam tulisan ini
merupakan sebagian dari tulisan-tulisan yang telah masuk pada meja
redaksi dan dianggap layak untuk dimuat dalam edisi ini.

Selain itu, dalam edisi ini kami menyertakan penulisan asal
perguruan tinggi dan latarbelakang pendidikan dari para penulis di
bawah nama penulis supaya pembaca bisa mengetahui secara segera
siapa penulis makalah yang sedang atau akan dibaca. Kami menyadari
informasi tentang penulis tidak selengkap sebelumnya, namun kami
memilih cara ini. Adapun apabila para pembaca tetap menginginkan
informasi lengkap seperti sebelum-sebelumnya, kami akan menerbitkan
kembali “Penulis Edisi Ini” untuk edisi-edisi berikutnya.

Kami tetap mempertahankan keberadaan “Indeks Penulis dan
Tulisan Masyarakat, Kebudayaan dan Politik sejak Edisi 19997, dengan
harapan pembaca bisa mengetahui tulisan-tulisan apa saja yang sudah
pernah dimuat di jurnal ini, dan bila memerlukan bisa menghubungi
kami di alamat, tilpon atau e-mail yang tertera di sana.

Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat beberapa
kelemahan teknis seperti pemotongan kata yang dipaksakan untuk
mengejar kerapian kolom. Di samping itu, kami mendapatkan banyak
kiriman artikel dari para akademisi di Indonesia. Sebenarnya kami ingin
sekali bisa memuat seluruhnya, akan tetapi kami terpaksa menyeleksn
sesuai syarat yang ada dan keterbatasan ruang dalam jurnal ini.

Kami selalu mengharapkan masukan dari pembaca mengenai
tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi ini. Masukan-masukan dapat
berupa artikel ilmiah, kritik atau tanggapan ilmiah berupa artikel
terhadap hasil permlqran pemikiran yang telah diajukan oleh penulis-
penulis sebelumnya, dan resensi buku. Seperti edisi ini dan edisi-edisi
sebelumnya, jurnal ini menerima juga tulisan-tulisan berbahasa Inggris.

Kami selalu berharap, jurnal Masyarakat,Kkebudayaan dan Politik
ini bisa menjadi salah satu media bagi para ilmiwan ilmu-ilmu sosial
dalam rangka menciptakan suatu komunitas belajar yang kreatif dan
produktif (a productive and creative learning community) di tengah-
tengah masyarakat luas.
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NASIONALISME BAHASA INDONESIA
DAN KOMPLEKSITAS PERSOALAN SOSIAL DAN POLITIK

Moch Jalal
Dosen Sastra Universitas Airlangga;
lulusan Unair (S-1)

hegemony of state over society.

Abstract
This paper is aimed to discuss the historical development of the Indonesian
language and nationalism, particularly in the New Order, This paper's con-
clusion is that the New Order obviously developed the practices of euphe-
mism, sarcasism, Javanese-style in its political jargons, in maintaining the

Keywords: Indonesian language, New order, state hegemony.

Perkembangan bahasa Indonesia
pasca kemerdekaan tidak dapat
dilepaskan dari setting wacana poli-
tik, ekonomi, sosial, dan budaya
setiap orde pemerintahan. Masing-
masing orde pemerintahan memun-
culkan istilah-istilah spesifik sejalan
dengan seputar permasalahan yang
dihadapinya. Ketika masa pemer-
intahan Orde Lama, dalam bahasa
Indonesia dikenal istilah-istilah
seperti: Revolusi, kontra-revolusi,
antek-antek kapitalis-imperialis,
Nasakom, Manipol-Usdek, dan In-
doktrinasi. Hal itu terjadi karena
memang trend permasalahan
bangsa ada di seputar semangat
perubahan dari bangsa yang terja-
Jjah menjadi anti-penjajah.

Saat Orde Baru muncul, isti-
lah-istilah yang bermunculan ada di
seputar isu pembangunan, stabili-
tas nasional dan permasalahannya.
Misalnya, pembangunan, anti-
pembangunan, stabilitas nasional,

tinggal landas, subversi, stabilitas
keamanan, dan gerakan pengacau
keamanan. Masing-masing orde
pemerintahan berikut permasala-
han yang dihadapi memunculkan
istilah-istilah berbeda sesuai den-
gan kondisi yang melingkupinya.

Ketika sebuah istilah sudah
tidak sesuai lagi atau dianggap
bertentangan dengan situasi dan
kondisi yang baru, tentu segera
ditinggalkan dan digantikan dengan
yang baru lagi. Tidak mengher-
ankan jika istilah-istilah yang kerap
mewarnai kamus bahasa Orde
Lama sudah tidak lagi dipakai di
masa Orde Baru.

Pada kilas balik UUD 1945
untuk memperteguh Ikrar Sumpah
Pemuda 1928, jelas-jelas dinyata-
kan, bahwa bahasa Indonesia ada-
lah bahasa persatuan Indonesia
(Alwasilah, 1997:20). Ketika istilah
“bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan” lahir, ada sebuah reali-
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tas fungsi yang melekat pada refer-
ensi konsep tersebut, yaitu bahasa
Indonesia sebagai wahana pemer-
satu yang mampu menciptakan se-
mangat persatuan antarelemen
kebangsaan di seluruh wilayah nu-
santara. Artinya, pada masa-masa
yang lalu, peran bahasa Indonesia
sebagai pemersatu  perbedaan-
perbedaan unsur kebangsaan di In-
donesia memang sudah teruji.

Sekarang pun konsep bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan
masih tetap dipertahankan dan
selalu menjadi simbol dari kejayaan
yang pernah dicapai bahasa Indo-
nesia. Sementara itu, dalam kapa-
sitas fungsinya sebagai sarana ko-
munikasi masyarakat, secara
kuantitatif bahasa Indonesia pun
masih berada pada poisisi sebagai
major language.

Namun berkaitan dengan ke-
beradaannya di tengah kecenderun-
gan disintegrasi bangsa sekarang
ini, apakah bahasa Indonesia masih
tetap membawa nuansa sebagai ba-
hasa persatuan dalam arti se-
benarnya? Atau malah sebaliknya,
fenomena bahasa Indonesia dalam
wacana yang lebih kompleks malah
ikut andil pada proses terjadinya
disintegrasi kebangsaan yang
menggejala akhir-akhir ini?

Pada masa Pergerakan Na-
sional, realitas berbagai elemen
kebangsaan Indonesia dipersatukan
oleh bahasa Indonesia jelas bisa di-
rasakan dan memang benar-benar
terjadi. Bahasa Melayu Riau yang
kemudian diberi nama bahasa In-
donesia benar-benar telah mampu
menjadi wahana pemersatu berba-

gai elemen kebangsaan yang bera-
neka ragam suku dan kepentingan
politik. Bahren (dalam Dardjowid-
jodjo (ed.), 1996:11) mengungkap-
kan bahwa ketika itu keberadaan
bahasa Indonesia memang telah di-
hubung-hubungkan dengan peran-
nya sebagai alat pemersatu bangsa,
dan keperluan terhadap bahasa
pemersatu tersebut lambat laun
tumbuh lebih kuat ketika kesada-
ran nasionalisme menandai per-
tumbuhan  beberapa organisasi
massa.

Sebagai klimaks dari doron-
gan semangat ingin bersatu melalui
sarana bahasa Indonesia, lalu
diadakan sebuah acara seremonial
yang sangat monumental. Berbagai
elemen kebangsaan Indonesia sepa-
kat mencetuskan Sumpah Pemuda
pada 28 Oktober 1928, yang salah
satu butir deklarasinya menyatakan
mengangkat bahasa Indonesia se-
bagai bahasa persatuan. Momen ini
sekaligus memperkukuh per-
nyataan M. Yamin pada Konggres
Pemuda [ yang diselenggarakan 2
tahun sebelumnya, yang menying-
gung kesatuan bahasa antara ke-
lompok-kelompok kebangsaan di
Indonesia yaitu melalui sarana ba-
hasa Melayu. Dalam kesempatan
yang sama M. Yamin antara lain
mengungkapkan kalimat patriotik
“pada bahasamu terletak jiwa bang-
samu” (Hoffman, 1995).

Referensi yang menjadi reali-
tas dan selalu menyertai konsep
bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan pada masa Pergerakan
Nasional bisa dibaca sebagai adanya
ruh atau semangat. Yaitu ruh atau
semangat bersatu lewat pemakaian
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bahasa Indonesia sebagai identitas
yang mempersatukan  berbagai
aneka ragam elemen kebangsaan.
Pada setiap kesempatan pemakaian
bahasa Indonesia  benar-benar
menjadi simbol nasionalisme berba-
gai perbedaan suku, agama, ras,
dan golongan-golongan tertentu.

Apakah untuk sekarang ini
bahasa Indonesia tidak lagi menjadi
bahasa persatuan yang memper-
satukan berbagai elemen kebang-
saan? Jawabannya, secara kon-
septual tentu saja masih, namun
realitas dari konsep tersebut sudah
tidak lagi menyertai, karena berba-
gai faktor penyebab, pelan-pelan si-
kap, pandangan, dan pemakaian
bahasa Indonesia bangsa ini mulai
bergeser. Hingga akhirnya, seman-
gat persatuan yang mampu di-
hadirkan bahasa Indonesia seperti
pada masa Pergerakan Nasional su-
dah tidak dijumpai lagi pada masa
sekarang. Dengan demikian tidak
berlebihan apabila saat ini nasion-
alisme bahasa Indonesia dikatakan
telah luntur.

Profil Usaha Mengembalikan
Nasionalisme Bahasa Indonesia

Usaha mengembalikan nasionalisme
bahasa Indonesia masa Pergerakan
Nasional, pada masa berkuasanya
rezim Orde Baru bukannya tidak
pernah dilakukan. Bahkan secara
kuantitatif, berbagai manuver kebi-
jakan terhadap usaha pelestarian
bahasa Indonesia sering diterapkan
di negeri ini. Berbagai produk
ketetapan pemerintah dibuat. Lem-

baga Pembinaan dan Pengemban-
gan Bahasa dibentuk untuk meru-
muskan bahasa yang baik dan
benar. Berbagai kebijakan dalam
skala regional maupun nasional
seperti pengindonesiaan istilah as-
ing juga pernah diterapkan.

Namun berbagai kebijakan
yang pernah diterapkan tampak ti-
dak memberikan hasil memuaskan.
Bahkan dengan dipaksakannya
ragam baku sebagai model bahasa
Indonesia yang hendak diperta-
hankan, justru malah membuat se-
bagian besar masyarakat menjau-
hinya. Kesan yang muncul bukan-
lah tumbuhnya kesadaran terhadap
pemakaian bahasa Indonesia Baku
sebagai model tunggal yang dita-
warkan pemerintah.

Di sisi lain elemen bangsa
justru tampak dibelenggu untuk
hanya menggunakan satu ragam
bahasa yang telah dimonopoli for-
mat struktur maupun semantiknya.
Tanpa disadari pihak pemerintah,
ternyata berbagai bentuk hegemoni
kebahasaan  tidak  menjadikan
terkontrolnya  berbagai elemen
kebangsaan untuk seragam dan
bersatu, namun malah membuat
retakan-retakan disintegrasi ke-
bangsaan menjadi semakin men-
ganga.

Program pengaturan bahasa
Indonesia oleh pemerintah, melalui
kebijakan-kebijakan khusus pada
masa pemerintahan Orde Lama,
kurang begitu gencar seperti yang
terjadi pada masa Orde Baru.
Mungkin saja ketika itu permasala-
han bahasa agak dikesampingkan
dibandingkan dengan penanganan
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masalah-masalah kebangsaan lain
yang dianggap lebih urgen. Be-
berapa sumbangan pemerintah
Orde Lama yang banyak berpen-
garuh terhadap perkembangan ba-
hasa Indonesia di kemudian hari
antara lain:

e Dilakukannya penerjemahan bu-
ku-buku berbahasa Belanda ke
dalam bahasa Indonesia, untuk
kepentingan pedoman pendidikan
ataupun bidang yang lain.

e Mulai tanggal 1 Agustus 1947
Ejaan Van Ophuijsen diganti
dengan Ejaan R. Soewandi, yang
merupakan ejaan baru bahasa In-
donesia ketika itu.

e Lembaga perencanaan bahasa
juga dibentuk, dengan tugas
antara lain:(a) merangkum istilah-
istilah yang ada di masyarakat, (b)
menyusun tata bahasa Indonesia
khususnya sebagai kurikulum
pendidikan sekolah dasar dan
menengah, dan (c) memperbarui
kamus seiring dengan perkemban-
gan bahasa (Siregar dalam Dard-
jowidjodjo (ed.), 1996:13).

e Menjelang tahun 60-an tercetus
kesepakatan antara wakil pemer-
intah Rebublik Indonesia dan
wakil Konfederasi Kerajaan-
kerajaan Malaya untuk menyama-
kan sistem ejaan yang disebut
Sistem Ejaan Melindo. Namun
karena hubungan politik yang
kurang harmonis antara Indone-
sia-Malaysia selama tahun 60-an,
Ejaan Melindo secara praktis tidak
jadi diberlakukan di kedua negara.

Kondisi perkembangan ba-
hasa Indonesia pada masa Orde
Lama memang tidak bisa dilepaskan
dari pengaruh pihak pemerintah
ketika itu. Namun berbagai inter-
vensi yang mereka lakukan hanya
sebatas pada aturan bentuk, tidak
sampai mengarah pada pemaksaan
format bahasa tertentu. Usaha yang
dilakukan pemerintah terhadap
pengembangan bahasa Indonesia
masih dalam batas yang relatif ne-
tral, obyektif, serta tidak berben-
turan dengan parole-parole yang ada
di masyarakat.

Kondisi harmonis ini tentu
saja sangat didukung keadaan poli-
tik, sosial, dan budaya ketika itu. Di
satu sisi bahasa Indonesia yang
berkembang di masyarakat relatif
masih sederhana, seiring dengan
kesederhanaan mobilitas, pola hub-
ungan, dan komunikasi antar ma-
syarakat. Di sisi lain, semangat
untuk berbahasa Indonesia dan
untuk mendukung setiap kebija-
kan-kebijakan tertentu yang men-
jadi seruan pemerintah juga relatif
masih positif.

Pada masa pemerintahan
Orde Baru, kebijakan terhadap arah
perkembangan bahasa Indonesia
mendapatkan perhatian dan porsi
begitu besar. Dibentuknya Badan
Pusat Pembinaan dan Pengemban-
gan Bahasa Indonesia merupakan
tonggak baru bagi sejarah perkem-
bangan bahasa Indonesia. Badan ini
yang bertugas untuk menentukan
sistem ejaan maupun format ba-
hasa Indonesia Baku. Kemudian,
pemerintah lewat badan tersebut
berusaha menjadikan ragam bahasa
Indonesia yang dihasilkannya, se-

84



Moch Jalal, "Nasionalisme Bahasa Indonesia dan Kompleksitas Persoalan Sosial dan Politik," Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik, Tahun X1V, Nomor 1, Januari 2001, 81-92.

bagai satu-satunya ragam yang di-
restui untuk dijadikan bahasa na-
sional.

Di bidang penyempurnaan
ejaan, pada tahun 1972 diperkenal-
kan sistem Ejaan yang Disempur-
nakan (EYD) untuk menggantikan
sistem ejaan sebelumnya. Perhatian
yang ditunjukkan Presiden Soeharto
terhadap perkembangan bahasa In-
donesia pun disampaikan dalam
beberapa Amanat Kenegaraan. Pada
tahun 1972, antara lain dinyatakan,
bahwa membina dan mengembang-
kan bahasa Indonesia merupakan
tanggung jawab nasional.
Ditekankan pula, bahwa mengabai-
kan tanggung jawab ini adalah
sama dengan membiarkan bahasa
nasional tercinta menuju kehan-
curan (Amanat Kenegaraan, 1972,
11:30-1).

Setahun kemudian, melalui
sarana yang sama Presiden meng-
hubungkan antara pemakaian ba-
hasa dengan keberhasilan pemban-
gunan. Dalam pernyataannya itu
antara lain dikatakan, bahasa yang
tertib mencerminkan cara berpikir,
sikap, dan tindakan yang tertib
pula. Dan ketertiban inilah kunci
utama bagi berhasilnya pembangu-
nan dan pembinaan bangsa
(Amanat Kenegaraan, 1973, 11:82).

Beberapa ketetapan berskala
nasional dalam rangka membina
bahasa Indonesia juga dihasilkan.
Ketetapan MPR No. II/MPR/1983
menyatakan, bahwa bahasa harus
dibina dan dikembangkan serta
digunakan secara baik dan benar.
Bahkan, pentingnya pembinaan
bahasa Indonesia ini sempat men-

jadi agenda nasional, yakni melalui

ketetapan MPR tentang GBHN sek-

tor kebudayaan butir f, bahwa:
Pembinaan dan pengembangan
bahasa Indonesia perlu terus dit-
ingkatkan. Serta penggunaannya
secara baik, benar, dan penuh
kebanggaan perlu dimasyarakat-
kan. Sehingga bahasa Indonesia
menjadi wahana komunikasi yang
mampu memperkokoh persatuan
dan kesatuan, serta mendukung
pembangunan bangsa (GBHN,
1988:42).

Hal penting yang menonjol
pada perkembangan bahasa Indo-
nesia di masa Orde Baru adalah
adanya format bahasa baku atau
bahasa Indonesia yang "baik dan
benar" sebagai hasil rekayasa ba-
hasa dari Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. Berkaitan
dengan itu, Ariel Heryanto (1989:15-
6) pernah mengkritisi, bahwa ba-
hasa Indonesia Baku bukan
berkembang dari suatu dinamika
yang terjadi di masyarakat, tetapi
merupakan hasil rekayasa profe-
sional dan dirancang untuk pema-
saran besar-besaran.

Satu hal yang perlu dicatat,
pada format bahasa Indonesia Baku
tersebut terdapat aturan-aturan
rumit yang dibuat, dan hampir
setiap waktu  aturan-aturan itu
akan diubah lagi. Akhirnya sebuah
kondisi lucu terjadi, yaitu dengan
rumitnya aturan-aturan yang
ditetapkan dalam bahasa Indonesia
telah memaksa “masyarakat ba-
hasa” bahasa Indonesia sendiri,
untuk belajar bahasa Indonesia lagi
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pada buku-buku, lembaga, atau

tempat-tempat tertentu.

Bahasa Indonesia versi Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Ba-
hasa akhirnya disyaratkan pemer-
intah untuk dipakai oleh setiap
lapisan masyarakat dan menjadi
obyek kajian yang sulit dalam kuri-
kulum pendidikan. Tidak sedikit
siswa maupun mahasiswa yang ti-
dak lulus dalam pelajaran Bahasa
Indonesia, walaupun dalam
kenyataannya mereka merupakan
penutur bahasa Indonesia yang
mahir. Namun mungkin ada satu
sisi positif yang bisa dipetik dari
kondisi ini, yaitu terciptanya lapan-
gan kerja baru bagi tutor atau ten-
tor bahasa untuk menjual kemam-
puannya mengenai bahasa Indone-
sia yang baik dan benar.

Sebenarnya, kondisi ideal
yang ingin dicapai berkaitan dengan
proyek ambisius pemberlakuan ba-
hasa Indonesia yang "baik dan
benar" adalah sosialisasinya di ma-
syarakat untuk fungsi komunikasi
pada kondisi-kondisi formal. Namun
karena kendala sistem aturan-
aturannya yang rumit, tidak ala-
miah, dan penuh rekayasa, bahasa
Indonesia yang "baik dan benar"
telah gagal dalam menjalankan
fungsinya.

: Dalam  praktik berbahasa
hampir tidak ada seorang pun yang
bisa menerapkan kaidah-kaidahnya
dengan benar dan rapi. Akhirnya,
bahasa Indonesia Baku hanya
hidup di dunia langue sebagai sis-
tem bahasa yang disepakati oleh
Pusat Pembinaan dan Pengemban-
gan Bahasa, tanpa pernah muncul

sebagai parole yang benar-benar
identik dengan langue-nya.

Lebih lanjut, anjuran pema-
syarakatan bahasa Indonesia yang
"baik dan benar" ternyata juga
kerap menimbulkan ironi meng-
gelikan. Di satu sisi pemerintah
yang membuat sistemnya dan ke-
mudian menganjurkan pemakaian-
nya, di sisi lain justru banyak pe-
jabat penting pemerintah yang tam-
pil dengan format bahasa yang tidak
baik jika diukur dari standar ba-
hasa Indonesia Baku.

Sebagai contoh bisa dilihat
seperti apa yang ditunjukkan Presi-
den Soeharto saat masih menjabat
presiden, lewat ungkapan antara
lain: ‘semangkin’, ‘dari pada’ yang
tidak pada tempatnya, dan -‘ken’
yang seharusnya "-kan", dalam ber-
bagai forum resmi. Dilihat dari ka-
camata kenyataan intervensi yang
dilakukan, usaha pembakuan ba-
hasa pada masa Orde Baru, ak-
hirnya bisa dibaca sebagai bentuk
manipulasi bahasa dengan tujuan
untuk menguatkan kepentingan
kultural suatu rezim (Latif dan
Ibrahim, 1996:35).

Kompleksitas Persoalan Politik,
Sosial, dan Budaya

Memahami permasalahan bahasa
Indonesia sekarang ini hendaknya
jangan hanya memandang ke-
beradaannya sebagai sebuah simbol
kebahasaan semata. Untuk bisa
memperoleh jawaban atas akar per-
soalan yang ada secara kompleks
dan totaliter, cara pandang linguis-
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tik harus melibatkan penerapan
analisa multidimensional.

Berkaitan dengan itu Palmer
sebenarnya pernah menjabarkan
tentang adanya fungsi deiksis yang
diemban oleh setiap bahasa. Lebih
lanjut diungkapkannya, bahwa ba-
hasa itu selalu menunjuk dunia
luar yang menjadi realitas acuan-
nya, antara lain meliputi:obyek
simbolisasinya, personanya, serta
peristiwa tertentu sebagai referensi
simboliknya (Palmer, 1981:60).

Dari dasar pemikiran di atas
dapat dinyatakan, bahwa akar per-
soalan bahasa Indonesia saat ini
bukanlah hanya sebatas pada per-
soalan bahasa Indonesia itu sendiri.
Tetapi berbagai aspek, baik itu so-
sial, budaya, maupun politik, telah
ikut mengkondisikan posisinya
hingga seperti sekarang ini.

Lunturnya sikap positif civil
society terhadap bahasa Indonesia
yang "baik dan benar", harus dipa-
hami sebagai persoalan krisis
kepercayaan yang bermuara dari
lunturnya kepercayaan terhadap
rezim Orde Baru sebagai pencipta
ragam bahasa itu.

Seperti  diketahui  bahwa
selama masa berkuasanya Orde
Baru, penguasa sistem negara telah
membangun hegemoni guna mem-
pertahankan kekuasaannya. Den-
gan dalih stabilitas nasional,
ketertiban, dan keamanan nasional,
masyarakat madani dipaksa ber-
jalan sesuai dengan ideologi yang
dihasilkannya. Di semua aspek ke-
hidupan bernegara,. baik itu di
sektor politik, sosial, ekonomi,
maupun budaya, sudah diintervensi

oleh kepentingan penguasa. Aro-
gansi yang kerap ditunjukkan pe-
merintah dalam rangka mengontrol
rakyat, pada akhirnya menciptakan
bentuk resistensi tertentu.

Produk-produk kebijakan pe-
merintah, simbol-simbol kekuasaan,
termasuk dalam hal ini bahasa In-
donesia yang "baik dan benar" bu-
kannya diterima dengan penuh se-
mangat, namun justru dilawan den-
gan bentuk-bentuk tandingan yang
berkembang di masyarakat. Hal itu
paling tidak tercermin dari lahirnya
arus perlawanan yang ditunjukkan
di bidang-bidang tertentu. Misalnya,
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
untuk melawan ketidakadilan hu-
kum dan sistem peradilan pemer-
intah, dan Aliansi Jurnalis Inde-
penden (AJI) untuk menandingi PWI
yang merupakan produk pemerin-
tah. Di bidang bahasa sendiri sem-
pat memunculkan fenomena plese-
tan sebagai ekspresi menentang
sistem bahasa yang mapan.

Permasalahan yang timbul
dalam bahasa Indonesia juga erat
kaitannya dengan adanya eufi-
misme dan sarkasme berlebihan
yang dipraktikkan pemerintah Orde
Baru. Misalnya, realitasnya pencu-
likan dan pembunuhan terhadap
mahasiswa, namun istilah yang
dipakai pemerintah adalah menga-
mankan atau menertibkan. Contoh
lain, realitasnya adalah orang atau
masyarakat yang ingin mengkoreksi
tindakan pemerintah karena sewe-
nang-wenang, namun mereka
malah dicap subversif atau makar.
Dinamainya gerakan sekelompok
orang di Aceh dan Timor-Timur
dengan sebutan Gerakan Pengacau

87



Moch Jalal, "Nasionalisme Bahasa Indonesia dan Kompleksitas Persoalan Sosial dan Politik,” Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor 1, Januari 2001, 81-92,

Keamanan (GPK), tidak disadari
justru membuat mereka lebih anti
pemerintah berikut produk-
produknya, termasuk juga bahasa
Indonesia.

Hal-hal seperti itu yang pada
akhirnya ikut andil untuk meng-
gerogoti eksistensi bahasa Indonesia
sebagai bahasa persatuan menjadi
semakin terpuruk. Praktik-praktik
penggunaan eufimisme dan
sarkasme oleh orang maupun lem-
baga yang mewakili pemerintah
seperti yang ditunjukkan pada
masa Orde Baru itu, bukannya
membuat bahasa Indonesia se-
makin indah, namun pada akhirnya
dalam skala lebih kompleks justru
malah memicu perpecahan bangsa
di negeri ini.

Masalah lain yang dihadapi
bahasa Indonesia Baku saat ini
adalah kurang mengakomodasi un-
sur-unsur yang berkembang di ma-
syarakat secara adil dan obyektif. Di
bidang ini persoalan yang muncul
sebenarnya juga bukan sebatas
pada persoalan bahasa, namun juga
sebuah kompleksitas permasalahan
berbagai sektor lain di luar bahasa.

Berkuasanya mayoritas Jawa
di era pemerintahan Orde Baru
telah berpengaruh pada terbentu-
knya mainstream Jawa di semua
sektor kehidupan berbangsa dan
bernegara. Di bidang bahasa, un-
sur-unsur bahasa Jawa kemudian
banyak mewarnai istilah-istilah ba-
hasa Indonesia. Di sisi lain, untuk
pemungutan istilah-istilah dari ma-
syarakat yang inferior dari aspek
kekuasaan pemerintahan, hampir
tidak pernah terjadi. Sebagai con-

toh, istilah-istilah dari masyarakat
Aceh, Timor-Timur, atau Tionghoa,
tidak terakomodasi dalam bahasa
Indonesia. Kondisi ini pada ak-
hirnya melahirkan penganaktirian
budaya dan sekaligus penjajahan
budaya bagi kelompok masyarakat
tertentu.

Bibit-bibit perpecahan bangsa
dan kebencian terhadap pemerintah
yang dianggap mewakili simbol
kebangsaan tertentu akhirnya mun-
cul ke permukaan. Bahasa Indone-
sia yang "baik dan benar" akhirnya
juga dilihat sinis oleh elemen
kebangsaan tertentu, karena diang-
gap sebagai bentuk penjajahan bu-
daya terhadap mereka. Itu semua
yang merupakan salah satu dari
banyak alasan, mengapa masyara-
kat Tionghoa masih bersikukuh
mempertahankan ragam bahasa In-
donesia mereka seperti yang
berkembang saat ini.

Proses penentuan sistem ba-
hasa Indonesia Baku sekarang ini
juga terkesan tidak obyektif, karena
aspek alamiah dari realitas bahasa
yang berkembang di masyarakat
justru dikalahkan oleh aspek politik
tertentu yang hendak dicapai pe-
merintah. Ambisi tertentu Badan
Pembinaan dan Pengembangan Ba-
hasa untuk mengembangkan ba-
hasa Indonesia ke arah tertentu,
akhirnya juga membuat format ba-
hasa Indonesia menjadi tidak
obyektif. Aturan-aturan berkaitan
dengan sistem struktural maupun
semantik bukannya dilahirkan oleh
konvensi yang berkembang di ma-
syarakat, tetapi ditentukan oleh
penguasa. Dalam pandangan Vir-
ginia Matheson Hooker (dalam Latif
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dan Ibrahim, 1996:56-77), hasrat
untuk membakukan bahasa masa
Orde Baru bukannya sebagai usaha
mengembangkan kelestarian bahasa
Indonesia semata, namun juga se-
bagai contoh manipulasi bahasa
yang bertendensi untuk memperta-
hankan kekuasaaan.

Kesimpulan

Berangkat dari kenyataan yang ada,
untuk mengembalikan nasionalisme
bahasa Indonesia yang mampu
memberikan nuansa mempersatua-
kan berbagai elemen kebangsaan di
Indonesia saat ini, tidaklah cukup
hanya dengan berbagai kebijakan di
sektor kebahasaan.

Kita tentunya bisa belajar dari
apa yang telah dilakukan di masa
pemerintahan Orde Baru, berkaitan
dengan beberapa regulasi untuk
menumbuhkan semangat nasional-
isme lewat pemakaian bahasa Indo-
nesia. Pertengahan tahun 90-an ada
seruan pengindonesiaan istilah as-
ing di sektor-sektor properti. Papan
nama perusahaan serta nama-nama
berbagai bidang wusaha seperti
plasa, hotel, dan lain-lain yvang ber-
bau asing harus diubah dalam for-
mat bahasa Indonesia. Di Surabaya,
Delta Plaza diubah menjadi Plasa
Surabaya, Tunjungan Plaza menjadi
Plasa Tunjungan, dan lain-lain. Di
sektor tayangan televisi, pemerintah
lewat seruan menteri penerangan R.
Hartono juga menganjurkan dub-
bing bahasa Indonesia untuk setiap
tayangan yang berbahasa asing.

Pengaturan yang dilakukan
pemerintah dengan alasan guna
menumbuhkan semangat nasional-
isme lewat bahasa, seperti pada ka-
sus pengindonesiaan istilah asing
dan dubbing tayangan televisi terse-
but, dari kacamata analisa mana
pun jelas tidak masuk akal. Usaha-
usaha seperti itu tidak lain hanya
menunjukkan bentuk hegemoni pi-
hak penguasa untuk memaksakan
ideologinya. Sebagai hasil, bukan
tumbuhnya semangat nasionalisme
atau rasa simpati terhadap bahasa
Indonesia, namun sebaliknya justru
rasa kecewa civil society karena
merasa dirugikan secara material

dengan adanya pemberlakuan
regulasi tersebut.
Untuk itu, dalam usaha

mengembalikan fungsi bahasa In-
donesia sebagai bahasa persatuan,
harus bisa diciptakan kondisi ter-
balik dari apa yang telah dikondisi-
kan era pemerintahan sebelumnya.
Beberapa jalan keluar bijak untuk
bisa menjawab persoalan bahasa
Indonesia antara lain bisa diru-
muskan sebagai berikut:

a. Pemerintah bisa menumbuhkan
kepercayaan di mata rakyatnya
berkaitan dengan kredibilitasnya
sebagai pengatur yang bisa di-
percaya, tidak otoriter, tidak
korup, demokratis, adil, dan
selalu berpijak pada kepentingan
civil society. Setelah memperoleh
kepercayaan, semua program
kebijakan yang dijalankan
cenderung disikapi secara positif
oleh masyarakat.

b. Berkaitan dengan menggejalanya
praktik eufimisme dan sarkasme
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dalam jargon-jargon politik yang
dilakukan  pemerintah pada
masa Orde Baru, pemerintah
perlu  berani mengubahnya.
Perubahan yang dimaksud bu-
kan pada fenomena eufimisme-
nya, tetapi terutama pada penye-
suaian realitas yang mengacu
pada praktik eufimisme tersebut.
Eufimisme dalam perilaku ber-
bahasa itu baik dan sah-sah
saja. Yang tidak baik adalah
apabila dalam eufimisme itu ter-
dapat manipulasi makna secara
sepihak, yang bisa berimplikasi
dirugikannya pihak lain. Misal-
nya, istilah “diamankan” ketika
di awal-awal pemunculannya
dalam fenomena eufimisme Orde
Baru terkesan halus dan
menyejukkan telinga orang yang
mendengarnya. Hal ini tentu
akan menjadi sesuatu yang baik
apabila dalam realitasnya bagi
yang “diamankan” akan benar-
benar menjadi aman, tentram,
dan terbebas dari perasaan ter-
ancam. Namun sayangnya, eufi-
misme jargon-jargon politik pada
masa pemerintahan Orde Baru
hampir selalu bohong dan tidak
sesuai dengan realitasnya. Ketika
banyak mahasiswa “diamankan”
di awal Era Reformasi, realitas-
nya mereka bukannya menjadi
lebih aman. Pada masa interoga-
sinya, mereka kerap menerima
tindak kekerasan dari aparat
yang “mengamankannya”, bah-
kan ada beberapa yang mungkin
dibunuh. Demikian juga ketika
masyarakat Tanjung Priok
“ditertibkan” ABRI pada tahun
1984, realitasnya adalah mereka

. Menghentikan

ditembaki ketika sedang berada
dalam Masjid.

Jika diperhatikan, pemerintahan
Gus Dur sebenarnya juga mela-
kukan praktik eufimisme ini.
Ketika mereka hendak menaik-
kan harga BBM pada awal Ok-
tober 2000 ini, istilah yang
mereka lontarkan adalah “pen-
galihan subsidi BBM”. Apa yang
dilakukan itu tentu baik dan ti-
dak jadi masalah, jika memang
realitas dari kenaikan BBM yang
menjadi kebijakan pemerintah
adalah adanya pengalihan sub-
sidi untuk disalurkan pada
sektor yang benar-benar perlu
dibantu. Masalah akan timbul
jika ternyata dalam pernyataan
“pengalihan subsidi BBM” yang
terjadi adalah semakin dirugi-
kannya rakyat, sementara yang
diuntungkan dari pengalihan
subsidi hanya kelompok ter-
tentu saja.

“penjajahan”
mainstream Jawa di semua
sektor kehidupan Dbernegara,
seperti yang telah dilakukan
rezim Orde Baru. Sebenarnya
yang menjadi titik persoalan
pada bagian ini terletak pada
“penjajahnnya”, bukan pada
mainstream Jawanya. Konsep
“penjajahan” selalu mengacu
pada sesuatu yang dipaksakan
oleh pihak yang kuat kepada
yang lemah dengan kekuatan
yang dimilikinya. Berlakunya
mainstream Jawa di semua sek-
tor kehidupan bernegara tidak
jadi soal, apabila proses terjad-
inya berlangsung secara ala-




Moch Jalal, "Nasionalisme Bahasa Indonesia dan Kompleksitas Persoalan Sosial dan Politik,” Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor 1, Januari 2001, 81-92.

miah, dan bukan karena pemak-
saan.

Gejala membanjirnya interferensi
bahasa Jawa dalam bahasa In-
donesia, dan kemudian diru-
muskan sebagai bahasa Indone-
sia Baku oleh Pusat Bahasa,
tentu akan menimbulkan ke-
cemburuan kelompok etnis lain.
Mengapa kok bahasa Jawa yang
banyak masuk, sementara ba-
hasa Aceh, Dayak, Sunda, Irian,
Ambon, Batak, Bali, dan lainnya
tidak. Di sisi lain, banyak nama-
nama berbau Jawa kemudian
diabadikan untuk nama-nama
benda atau tempat yang berskala
nasional. Nama-nama ruang di
Gedung DPRRI, hampir semua-
nya berbau Jawa. Hal ini terka-
dang menyulitkan bagi wakil
rakyat yang berasal dari wilayah
lain, seperti Irian atau beberapa
daerah di luar Jawa yang lain.
Sampai-sampai di kemudian
hari sempat muncul usulan dari
wakil rakyat Irian untuk meng-
ganti dengan nama yang lebih
mencerminkan Indonesia.

d. Pusat Pembinaan dan Pengem-
bangan Bahasa harus bisa men-
gakomodasi konvensi bahasa In-
donesia yang ada di masyarakat.
Dengan begitu, keberadaan ba-
hasa Indonesia bukan dari hasil
rekayasa, namun benar-benar
cerminan dari bahasa yang
hidup di masyarakat. Dengan
demikian Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa tidak
menempatkan dirinya sebagai
mencipta dan perekayasa sistem
bahasa Indonesia, melainkan ti-
dak lebih sebagai fasilitator yang

menyediakan  dirinya  untuk
mengikuti setiap perkembangan
bahasa Indonesia di masyarakat.

Solusi yang dirumuskan pe-
nulis tersebut bukanlah suatu
harga mati. Semua rumusan itu ti-
dak lebih hanyalah beberapa solusi
dari jawaban persoalan yang begitu
kompleks. Dari sisi kuantitas mau-
pun kualitas, solusi-solusi lain ber-
kaitan dengan usaha mengem-
balikan nasionalisme bahasa Indo-
nesia sebagai bahasa pemersatu
tentu saja masih bisa dirumuskan

lagi.
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